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Abstrak
 

Dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional salah satu tugas pemerintah adalah melindungi sektor

usaha kecil yang banyak muncul di masyarakat, namun kenyataannya banyak usaha kecil yang dijalankan

khususnya oleh perempuan pada tahap permulaan usaha ataupun dalam tahap pengembangan usahanya

sering mengalami berbagai hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh UKM perempuan, yaitu

kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku,

kurangnya teknis produksi dan keahlian, kurangnya keterampilan manajerial, kurangnya pengetahuan

manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Berdasarkan

hal tersebut pemerintah harus mampu memberdayakan UKM Perempuan dalam upaya meningkatkan tingkat

perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. Apalagi sebelumnya pemerintah sudah memiliki landasan

hukum dan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun

1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International

Convenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi,

Sosial Dan Budaya), Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha

Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, Peraturan Pemerintah No. 7

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009) dan Peraturan Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.l4/Per/M.KUKM/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006

tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk KUKM. Hambatan-hambatan

untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan tersebut, terbukti berdampak buruk bagi pemberdayaan

kegiatan usaha kecil yang dijalankan oleh perempuan. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian

lebih lanjut tentang hal ini. Penulisan dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis

normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, antara lain tentang peraturan perundang-

undangan yang terkait. Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan

terkait, dan pendapat para ahli hukum. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode

pengumpulan data studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan dapat memberikan pedoman dalam

memberdayakan UKM Perempuan antara lain dengan diberikan suatu skim penjaminan yang dapat menjadi

alternatif dalam penyelesaian kredit untuk usaha kecil. Untuk itu harus didukung dengan adanya Undang-

Undang yang mengatur penjaminan kredit, peningkatan kapasitas modal perusahaan penjaminan kredit,

perluasan jaringan kantor dan lain sebagainya.

......To increase economic national, one task the government should given more protection to the interest of

small enterprises that emerge plenty in the society, however as matter of fact, there some small business
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which is run by, in particularly, women at the first stage of their business and at the phase of starting to

develop their business. The difficulties are experienced by the women on small and business middle

enterprises, among others, lack of Capital, have difficulties to sell their product in marketplace, tight

business competition, have problem in obtaining raw materials, lack of production technique and skill. Lack

of managerial skills, lack of financial management knowledge and less conducive climate (licensing,

roles/regulations). Based on those factors above, the government in point of fact, could empower women on

small and business middle enterprises in its attempt to augment the economic of households and people

surroundings. Most of all, previously, the government has already had the legal and operational foundation

and in the form of law and regulations, that is, Law Number 9 of 1995 on Small Business and Law Number

11 Of 2005 on the ratification of International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights,

Presidential Decree Number 127 of 2001 on the types/kinds of business which open to middle or big

business with partnership requirement, Government regulation number 7 of 2005 on National Middle

Development Plan (2004-2009), and the regulation of State Minister for Cooperative Small and Medium

Enterprises Number 14/per/M.KUKM/VII/2006 dated 27 July 2006 on Technical Manual for Funds of

Credit Guarantee and Financing the Cooperative Small and Medium Enterprises. The barrier to get access

for financing the Cooperatives Small and Medium Enterprises have provided an evidence to have bad

impact for empowering the small business running by especially women. Of course, we cannot allow this

happen continuously. For that reason, the writer makes an effort to conduct research in the field. This paper

will be written by using the normative jurisdiction law research method, that is a research toward norms and

law, among others, related law and regulations. Data needed for this research include, related law and

regulations, and the opinion of law experts. The data will be collected qualitatively by library research and

will be analyzed quantitatively. It is hoped with the existence of up Corning law and regulation, could give a

guidance in empowerment women on cooperatives small and medium enterprises among others by given a

scheme of guarantee which could be alternative regarding credit resolution for the small business. This

action should be supported by law which regulates credit collateral, enhancing the financial capacity of the

credit assurance companies, and the extended of office branches etc.


